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Abstrak 

Kota sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, 
hukum, pertahanan, keamanan nasional sehingga penataan dan pemanfaatan ruang perlu mendapat perhatian 
khusus dari pemerintah, terutama pemerintah pusat, terkait penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan, 
perhatian pemerintah pusat pada penataan ruang di buktikan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dalam aturan tersebut kota di wajibkan memiliki 30 persen dari luas 
wilayah kota di peruntukan buat ruang terbuka hijau, tujuan penelitian agar mengetahui implementasi Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terkait kewajiban pemerintah Kota Bandung dalam 
menyediakan ruang terbuka hijau serta penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah kota bandung 
dalam rangka penataan ruang khususnya ruang terbuka hijau, metode penelitian yaitu spesifikasi deskriptif 
analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, 
kesimpulan penelitian bahwa kota bandung baru memiliki ruang terbuka hijau sebesar 12,21 pesen belum sesuai 
dengan amanat undang-undang penataan ruang yaitu sebesar 30 persen dari luas kota, dan penegakan hukum 
yang dilakukan belum begitu maksimal sebab pemerintah Kota Bandung hanya memberikan sanksi administratif 
yaitu peringatan tertulis berupa teguran dan kendala penyediaan ruang terbuka hijau yaitu keterbatasan anggaran 
pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan lemahnya penegakan hukum, serta perlu adanya 
koordinasi yang lebih kompak dari instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan ruang 
terbuka hijau. 

Kata Kunci;Penataan Ruang; Kota Bandun;, Ruang Terbuka Hijau. 

 

Abstrack 

The city as a center of growth and development in a variety of economic, social, cultural, political, legal, defense, 
national security activities so that the arrangement and utilization of space need to get special attention from the 
government, Especially the central government, related to the provision of green open space in urban areas, the 
central Government's attention to the arrangement of the space evidenced by the establishment Undang-Undang  
number 26 year 2007 about spatial arrangement in the rule of the city in the require to have 30 percent of the area 
of the city in the allocation create green open space, the purpose of research to know the implementation Pasal 29 
Undang-Undang number 26 year 2007 about spatial arrangement Juncto Peraturan Daerah Kota Bandung Number 
7 year 2011 about green Open Space management Related to the government obligations of the city of Bandung in 
providing green open space and law enforcement that has been conducted by the Government of Bandung in order to 
setup the space especially green open space, research method is a descriptive specification With normative juridical 
approach methods, data obtained from literature studies and field studies Conclusion of the study that the new 
Bandung City has a green open space of 12.21 percentage has not been in accordance with the mandate of legislation 
of the space of 30 percent of the city area, and the law enforcement is not so maximum because Government of 
Bandung only provide administrative sanctions Which is a written warning in the form of strikes and constraints of 
green open space is the limitation of the development budget and maintenance of green open space and weak law 
enforcement, and need a more compact coordination of the agencies Authorities in the management of green open 
spaces. 

Keywords; Space layout; Bandung City; Green open space.
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang  

Indonesiai sebagaii negarai yangi sedangi membanguni berusahai untuki melakukani 

pembangunani disegalai bidangi kehidupani untuki mencapaii masyarakati yangi sejahtera,i padai 

dasarnya,i tujuani didirikannyai negarai adalahi semata-matai untuki kemakmurani dani 

kesejahteraani rakyat,i Indonesiai sebagaii sebuahi negarai mencantumkani tujuani tersebuti 

kedalami alineai kei empati Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945. 

Konstruksii perwilayahani yangi diaturi dii dalami Undang - Undangi Nomori 23i Tahuni 2014i 

tentangi Pemerintahi Daerahi menempatkani provinsii dani kabupaten/kotai sebagaii daerahi 

otonomi sekaligusi sebagaii wilayahi administrasi.i Pengaturani sedemikiani inii berartii bahwai 

antarai provinsii dengani kabupateni dani kotai mempunyaii keterkaitani dani hubungani hirarkisi 

satui samai lain,i baiki dalami artii statusi kewilayahani maupuni dalami sistemi dani proseduri 

penyelenggaraani pemerintahan1. 

Kotai sebagaii pusati pertumbuhan,i perkembangani dani perubahani sertai pusati berbagaii 

kegiatani ekonomi,i sosial,i budaya,i politik,i hukumi dani pertahanani keamanani menempatii 

kedudukani yangi sangati strategisi dalami tatanani nasionali kita.i Sehinggai penataanidan 

pemanfaatani ruangi kawasani perkotaani perlui mendapati perhatiani khusus,i terutamai yangi 

terkaiti dengani penyediaani kawasani hunian,i fasilitasi umum,i dani sosiali sertai ruang-ruangi 

terbukai hijaui dii perkotaan2. Berdasarkani urusani pemerintahi yangi bersifati wajibi yangi salahi 

satunyai mewajibkani Pemerintahi Kabupaten/Kota,i mengaturi dani mengurusi perencanaan,i 

pemanfaatan,i dani pengawasani tatai ruangi dii daerahnyai masing-masing,i termasuki dii 

dalamnyai penataani Ruangi Terbukai Hijaui dalami kawasani perkotaan,i berdasarkani padai 

pendekatani administratifi dani dengani tingkati pemanfaatani yangi berbeda.i Sistemi dani polai 

hubungani pemerintahani antarai pemerintahi dengani pemerintahi daerahi provinsii dani 

kabupaten/kotai dii bidangi tatai ruangi samai sepertii polai hubungani bidangi pemerintahani 

yangi lainnya,i olehi karenai perencanaani tatai ruangi hanyalahi sebagiani penyerahani urusani 

darii pemerintahi kepadai pemerintahi daerahi otonom3. 

Berdasarkani Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi telahi 

mengamanatkani bahwai proporsii Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i padai wilayahi kotai palingi 

sedikiti 30i perseni darii luasi kota,i dengani pembagiani 20i perseni ruangi terbukai hijaui publiki 

dani 10i perseni ruangi terbukai hijau.i i Berdasarkani urusani wajibi dani sebagaimanai yangi 

telahi dii amanatkani olehi Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruang, 

makai dibuatlahi Peraturani Daerahi Kotai Bandungi Nomori 7i Tahuni 2011i tentangi Pengelolaani 

Ruangi Terbukai Hijau,i sebagaii bentuki upayai pemerintahi untuki menyediakani Ruangi terbukai 

Hijaui (RTH).i  

 

 

                                                            
1 Muhi Nasrul,i ‘Penataani Hubungani Kelembagaani Antarai Pemerintahi Provinsii Dengani Pemerintahi 
Kabupaten/Kota’i (2017),i Vol.i 22i No.1,i Jurnali Perspektifi Hukumi Fakultasi Hukumi Universitasi Hasanudin,i 
hlm.i 1-2. 

2 Anangi Saputro,i ‘Implementasii Ketentuani Ruangi Terbukai Hijaui Olehi Pemerintahi Surakarta’,i (Skripsii yangi 

tidaki dipublikasikan,i Programi Pendidikani Ilmui Hukum,i Fakultasi Hukumi Universitasi Sebelasi Mareti 

Surakarta,i 2012),i hlm.i 1 
3i Juniarsoi Ridwani dani Achmadi Sodik,i Hukumi Tatai Ruangi dalami Konsepi Kebijakani Otonomii Daerah,i 

Nuansa,i Bandung,i 2008,i hlmi 82. 
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Berdasarkani Peraturani Daerahi Nomori 7i Tahuni 2011i tentangi Pengelolaani Ruangi 

Terbukai Hijaui (RTH)i disebutkani tentangi tujuani pengelolaani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i 

pengaturani pengelolaani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i bertujuani untuki menjamini kepastiani 

hukumi dalami menjagai dani melindungii ketersediaani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i darii alihi 

fungsii lahan,i dani meningkatkani perani sertai tanggungi jawabi aparaturi dani masyarakati 

dalami mengelolai Ruangi Terbukai Hijaui (RTH). Selaini itui dalami Peraturani Daerahi Kotai 

Bandungi Nomori 7i Tahuni 2011i tentangi Pengelolaani Ruangi Terbukai Hijaui dii sebutkani pulai 

bahwai pengamanani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i merupakani upayai mempertahankani 

kuantitasi dani kualitasi Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i agari tidaki beralihi fungsii dani 

terlindungii darii kerusakan,i akani tetapii melihati padai saati inii pengamanani yangi seharusnyai 

dii lakukani olehi pemerintahi Kotai Bandungi melaluii instansii pemerintahi daerahi yangi 

bertanggungi jawabi dalami pengelolaani dani jugai pengamanani terhadapi Ruangi Terbukai 

Hijaui (RTH).i Pengamanani tersebuti padai saati inii terlihati tidaki dilakukani buktinyai masihi 

banyakiterjadi alihi fungsii lahani yangi dii sebabkani olehi berbagaii macami pembangunani dii 

daerahi Tamani Hutani Rayai Iri H.i Djuandai yangi termasuki kategorii Ruangi Terbukai Hijaui 

(RTH)i yaitui sebagaii Hutani Kota. 

Permasalahani utamai dalami penataani ruangi khususnyai Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i dii 

Kotai Bandungi yaitu,i mengenaii tatai gunai lahani yaitui terjadii perubahani kawasani hijaui ataui 

Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i yangi bergantii menjadii kawasani huniani terutamai dii daerahi 

kawasani Konservasii Bandungi Utarai (KBU),i perubahan-perubahani tersebuti sangati 

berpengaruhi terhadapi ketersediaannyai Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i dii Kotai Bandung. 

Kawasani Konservasii Bandungi Utarai (KBU)i yangi mempunyaii luasi sekitari 38.500i Hai inii 

mengalamii degradasii yangi sangati hebati darii tahuni kei tahuni yangi dii akibatkani olehi alihi 

fungsii lahani dani tatai bangunani yangi tidaki beraturan.i Hutani yangi tersisai dii Kawasani 

Konservasii Bandungi Utarai (KBU),i yaitui dii kawasani Cekungani Bandungi tepatnyai dii Tamani 

Hutani Rayai hanyai berkisari 526i Ha.4 

Keberadaani Tamani Hutani Rayai yangi bisai mencegahi erosii dani banjiri dani jugai sebagaii 

salahi satui hutani kotai yangi termasuki komponeni Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i dii Kotai 

Bandungi sertai berfungsii sebagaii daerahi resapani airi dani sumberi hayati, keberadaannyai 

bukani tanpai gangguani dii kawasani perbukitani tersebuti telahi adai setumpuki izini 

pembangunani berbagaii perumahan,i hotel,i restorani dani lain-lain.i Menuruti catatani darii 

Wahanai Lingkungani Hidupi Jawai  Barati kawasani tersebuti yangi terletaki dii ketinggiani 750i 

meteri diatasi permukaani lauti itui dikuasaii 350i izini pembangunani propertii dani areali 

komersili yangi dikeluarkani olehi pemerintahi kabupaten/kotai dani nyatanyai adai berbagaii 

bangunani yangi sudahi dii banguni akani tetapii izini nyai belumi adai contohnyai pembangunani 

beberapai caféi dii kawasani Tamani Hutani Rayai (Tahura)i Ir.i H.i Djuandai salahi satunyai caféi 

armori yangi manai pembangunani caféi tersebuti telahi melanggari izini pemanfaatani ruangi 

karenai telahi membanguni dii daerahi kawasani lindungi dani kawasani konservasii yangi 

termasuki dalami Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i Kotai Bandungi yaitui sebagaii hutani kota.i  

Berdasarkani datai darii Dinasi Perumahani dani Kawasani Permukiman,i Pertanahan,i dani 

Pertamanani Kotai Bandung,i luasi wilayahi kotai Bandungi yaitui sekitari =i 16.732,i Ha,i 

seharusnyai memilikii Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i 30i %i ataui seluasi sekitari 5.000i Ha,i padai 

                                                            
4i Donyi Iqbal,i ‘Kawasani Bandungi Terpuruki Akibati Rencanai Pembangunani Buruk’,i (2019),i dikutipi darii 

web:ihttps://www.mongabay.co.id/2019/02/14/kawasan-cekungan-bandung-terpuruk-akibat-rencana-pembangunan-

buruk/i Padai harii jumati tanggali 22i Mareti 2019.i Pukuli 23:13.i WIB 

https://www.mongabay.co.id/2019/02/14/kawasan-cekungan-bandung-terpuruk-akibat-rencana-pembangunan-buruk/
https://www.mongabay.co.id/2019/02/14/kawasan-cekungan-bandung-terpuruk-akibat-rencana-pembangunan-buruk/
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saati inii Luasi Ruangi Terbukai Hijaui Kotai Bandungi padai Tahuni 2019i =i 2.032,21i Ha,i dani 

Persentasei luasi RTHi terhadapi luasi wilayahi kotai Bandungi 12,21i %.i Ataui sekitari 2.000i Hai 
5i masihi kurangi 3.000i Hai lagi.i Padahali sesuaii Pasali 29i ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 26i 

Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruang,i idealnyai setiapi wilayahi perkotaani memilikii Ruangi 

Terbukai Hijaui (RTH)i palingi sedikiti yaitui sebesari 30i perseni darii luasi wilayahi kota.i Apabilai 

dilihati darii prosentase tersebuti luasi Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i Kotai Bandungi masihi 

belumi sesuaii dengani ketentuani yangi telahi dii amanatkani Undang-Undangi Nomor.i 26i Tahuni 

2007i tentangi Penataani Ruangi yaitui sebesari 30i %i darii luasi wilayahi suatui kota. Begitu 

sangat pentingnyai keberadaani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)I wilayah perkoataan yaitu untuki 

menjagai keseimbangani lingkungani perkotaan. 

 

2. Identifikasi Masalah 

Identifikasii masalahi yangi akani ditelitii dani dicarii jawabannyai yangi berkaitani dengani 

kewajibani pemerintahi kotai dalami menyediakani ruangi terbukai hijau yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanai Implementasii darii Pasali 29i Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i 

Tentangi Penataani Ruangi junctoi Peraturani Daerahi Kotai Bandungi Nomori 7i Tahuni 

2011i Tentangi Pengelolaani Ruangi Terbukai Hijaui terkaiti dengani kewajibani pemerintah 

Kotai Bandungi dalami menyediakani ruangi terbukai hijau? 

2. Bagaimanai penegakani hukumi yangi dilakukani olehi pemerintahi Kotai bandungi dalami 

rangkai penataani ruangi khususnyai ruangi terbukai hijaui dikaitkani dengani Undang-

Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i Tentangi Penataani Ruangi Junctoi Peraturani Daerahi 

Kotai Bandungi Nomori 7i Tahuni 2011i Tentangi Pengelolaani Ruangi Terbukai Hijau? 

 

B. Metode Penelitian 

Spesifikasii penelitiani yangi digunakani adalahi deskriptifi analitisyyaitutdilakukan dengan 

menggambarkani suatui bentuk keadaani ataui gejala-gejalai yangi adai dani dii maksudkani untuki 

membantui dani memperkuati teori-teorii yangi berhubungan,i kemudiani dilanjutkani dengani 

analisisi terhadapi hal-hali yangi menjadii pokok-pokoki permasalahan. 

Metodei pendekatani yangi digunakani dalami penulisani hukumi iniii secarai yuridisi normatifi 

yaitui dengani dikonsepsikani sebagaii norma,i asas,i ataui dogma-dogma.i Penulisani hukumi inii 

mencobai melakukani penafsirani gramatikali yaitui penafsirani yangi dilakukani dengani carai melihati 

artii katai Pasali dalami undang-undang.i  

Teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan studi kepustakaan dan juga studi lapangan dengan 

fakta-fakta yang ada dan berhubungan dengan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kota bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terkait kewajiban pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka 

hijau serta fakta mengenai penegakan hukum yang telah dilakukan oleh  pemerintah kota bandung 

dalah hal penataan ruang khususnya ruang terbuka hijau. 

Lokasi Lokasi Penelitian Kepustakaan yaitu Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang 

bertempat di Jln. Dipatiukur No. 112 Bandung. Dan Perpustakaan Jawa Barat yang beralamat di Jln. 

Soekarno Hatta No. 629, Sukapura, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi Penelitian di 

Instansi yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota 

bandung yang beralamat di Jln. Caringin No. 103, Babakan Ciparay, Kota Bandung. 

 

                                                            
5i Ruangi Terbukai Hijaui Kotai Bandung,i dikutipi darii webi http://dpkp3.bandung.go.id/ruang-terbuka-hijaui padai harii 

Sabtu,i Tanggali 16i Mareti 2019,i Pukuli 8:52i WIB 

http://dpkp3.bandung.go.id/ruang-terbuka-hijau
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C. TINJAUANI TEORITISI TENTANGI KEWAJIBANI PEMERINTAHI KOTAI BANDUNGI DALAMI 

MENYEDIAKANI RUANGI TERBUKAI HIJAUI KAWASANI PERKOTAAN 

 

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daeah 

a. Pemerintahan Daerah 

Berdasarkani Pasali 1i ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2014i tentangi 

Pemerintahani Daerah,imenyebutkan bahwa: 

“Pemerintahani Daerahi adalahi penyelenggaraani urusani pemerintahani olehi pemerintahi 
daerahi dani dewani perwakilani rakyati daerahi menuruti asasi otonomii dani tugasi 
pembantuani dengani prinsipi otonomii seluas-luasnyai dalami sistemi dani prinsipi Negarai 
Kesatuani Republiki Indonesiai sebagaimanai yangi dimaksudi dalami Undang-Undangi Dasari 
Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945.” 

Pemerintahi Daerahi Kotai adalahi tempati dii selenggarakannyai urusani pemerintahani 

dalami suatui wilayahi yangi terbentuki berdasarkani pembagiani darii wilayahi administratifi 

dii bawahi Provinsii yangi mempunyaii kedudukani setarai dengani Kabupateni sertai dalami 

melaksanakani urusani pemerintahannyai haruslahi sesuaii dengani asasi otonomii daerahi dani 

tugasi pembantuani sertai harusi berdasarkani prinsipi Negarai Kesatuani Republiki Indonesiai 

yangi tersirati padai Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945.i 

Sebagaimanai halnyai sebuahi kabupaten,i kotai biasai dii sebuti dengani sebutani kotamadya,i 

pemerintahani kotai terdirii darii beberapai wilayahi kecamatani yangi menyatui dani 

membentuki suatui pemerintahan.i Pemerintahi Kotai (Pemkot)i dipimpini olehi seorangi Walii 

Kotai yangi dii bantui olehi seorangi Wakili Walii Kotai dani perangkati daerahi lainnya.i  

b. Kewajiban Pemerintah 

Kewenangani pemerintahi merupakani dasari yangi utamai terhadapi setiapi tindakani 

ataupuni perbuatani hukumi darii setiapi leveli pemerintahan,i dengani adanyai dasari 

kewenangani yangi sahi makai setiapi tindakani dani perbuatani yangi dilakukani olehi setiapi 

leveli pemerintahani dapati dikategorikani sebagaii tindakani dani perbuatani hukumi yangi 

sah,i apabilai tanpai dasari kewenangan,i makai setiapi tindakani maupuni perbuatani hukumi 

yangi dilakukani olehi setiapi leveli pemerintahi dapati dikategorikani sebagaii tindakani dani 

perbuatani yangi bertentangani dengani hukumi dani dapati jugai dikatakani sebagaii 

pelanggarani terhadapi asas-asasi umumi pemerintahani yangi baik. 

Ketentuani Pasali 11i ayati (1),i (2),i dani (3)i Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i 

tentangi Penataani Ruangi menegaskani adanyai tigai kelompoki wewenangi pemerintahi 

daerahi kabupaten/kotai dalami bidangi penataani ruang,i yaitu: 

a. Wewenangi dalami penyelenggaraani penataani ruang,i yangi merupakani kelompoki 

wewenangi yangi bersifati strategis. 

b. Wewenangi dalami pelaksanaani penataani ruang,i merupakani kelompoki wewenangi 

yangi lebihi bersifati teknisi operasional. 

c. Wewenangi berkaitani dengani penataani ruangi kawasani strategis,i yangi merupakani 

kelompoki wewenangi yangi mengandungi sifati strategisi dani sifati teknisi sekaligus.i 

Penetapani dani pengendaliani mengandungi sifati strategis,i perencanaan,i pemanfaatani 

lebihi bersifati teknis. 
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Berdasarkan,i Pasali 11i ayati (4)i Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi 

Penataani Ruang,i menyatakan: 

“Dalami melaksanakani kewenangani sebagaimanai dimaksudi padai ayati (1)i dani ayati (2)i 

pemerintahi daerahi kabupaten/kotai mengacui padai pedomani bidangi penataani ruangi 

dani petunjuki pelaksanaannya” 

 

2. Tinjauan Umum Tata Ruang 

Ruangi sebagaimanai yangi disebutkani dalami Pasali 1i angkai (1)i Undang-Undangi Nomori 

26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruang,i yaitui sebagaii berikut: 

“Wadahi yangi meliputii ruangi darat,i ruangi laut,i dani ruangi udara,i termasuki ruangi dalami 

bumii sebagaii satui kesatuani wilayah,i tempati manusiai dani makhluki laini hidup,i melakukani 

kegiatan,i dani memeliharai kelangsungani hidupnya” 

Pengertiani ataui rumusani inii menunjukkani bahwai “Ruang”i itui sebagaii wadahi memilikii 

artii sangati luas,i mencakupi tigai dimensi,i yaknii darat,i laut,i dani udarai yangi disorotii baiki 

secarai horizontali maupuni vertikal.i Dengani demikian,i penataani ruangi (PR)i jugai menjangkaui 

ketigai dimensii itui secarai vertikali maupuni horizontali dengani berbagaii aspeki yangi terkaiti 

dengannya,i seperti:i ekonomi,i ekologi,i sosial,i dani budayai sertai berbagaii kepentingani dii 

dalamnya. 

Menuruti Jayadinatai mendefinisikani ruangi berdasarkani aspeki geografii umumi dani 

geografii regional.i Menuruti aspeki geografii umum,i ruangi (space)i adalahi permukaani bumii 

yangi merupakani lapisani biosfera,i tempati hidupi tumbuh-tumbuhan,i hewani dani manusia.i 

Berdasarkani geografii geografii regional,i ruangi merupakani suatui wilayahi yangi mempunyaii 

batasi geografi,i yaitui batasi menuruti keadaani fisik,i sosiali ataui pemerintahani yangi terjadii 

darii sebagiani permukaani bumii dani lapisani tanahi dii bawahnyai sertai udarai dii atasnya.6 

a. Pengertian Tata Ruang 

Tatai ruang,i dengani penekanani padai katai “Tata”i adalahi pengaturani susunani ruangani 

suatui wilayah/i daerahi (kawasan)i sehinggai terciptai persyaratani yangi bermanfaati secarai 

ekonomi,i sosiali budayai dani politik,i sertai menguntungkani bagii perkembangani 

masyarakati wilayahi tersebut. Tatai Ruang,i dani penekanani padai katai “Ruang”i mempunyaii 

artii wadahi dalami dalami tigai dimensii (trimatra):i tinggi,i lebar,i dani kedalamani yangi 

menyangkuti bumi,i airi (sungai,i danau,i dani lautan)i sertai kekayaani alami yangi terkandungi 

dii dalamnya,i dani udarai dii atasnyai secarai terpadui sehinggai peruntukan,i pemanfaatani 

dani pengelolaannyai mencapaii tarafi yangi optimali bagii kesejahteraani masyarakati 

Indonesia.iTatai Ruangi mempunyaii artii tersendirii berdasarkani Pasali 1i angkai (2)i Undang-

Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi yaitu “Tatai Ruangi adalahi Wujudi 

Strukturi ruangi dani polai ruang”. 

b. Penataan Ruang  

Penataani Ruangi memilikii artii sebagaimanai yangi disebutkani padai Undang-Undangi 

Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruang,i Pengertiani penataani ruangi menuruti 

Pasali 1i ayati (7)i Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi 

menyebutkani bahwa: 

“Penataani ruangi adalahi suatui sistemi prosesi perencanaani tatai ruang,i pemanfaatani 

tatai ruangi dani pengendaliani pemanfaatani ruang”.i  

                                                            
6 Dii kutipi darii Jayadinata,i Rahardjoi Adisasmita,i ‘Pembangunani Kawasani dani Tatai Ruang’,i Grahai Ilmu,i 

Yogyakarta,i 2013,i hlm.i 254. 
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Setiapi kegiatani pembangunani akani membutuhkani ruang,i olehi karenai itui penataani 

ruangi sangatlahi perlui dani dii jadikani prioritasi dalami sebuahi pembangunan.i Penataani 

ruangi menyangkuti rencanai strukturi ruangi berikuti pembangunani infrastruktur,i dani polai 

ruang.i Rencanai strukturi ruangi berkaitani dengani pusat-pusati pelayanani yangi dii dukungi 

olehi jaringani infrastruktur,i sedangkani polai ruangi menyangkuti alokasii pemanfaatani 

ruang.i Pengaturani ruangi tersebuti dilakukani agari adai kejelasani dalami peruntukani dani 

keserasiani pemanfaatani ruang,i dengani terwujudnyai rencanai tatai ruangi makai 

kabupaten/kotai akani menjadii lebihi aman,i nyaman,i hijau,i indah,i dani jugai lestari7. 

c. Pemanfaatan Ruang  

Pemanfaatani ruangi sebagaimanai yangi disebutkani dalami Pasali 1i angkai 14 Undangi –i 

Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi yaitu: 

“Upayai untuki mewujudkani strukturi dani polai ruangi sesuaii dengani rencanai tatai ruangi 

melaluii penyusunani dani pelaksanaani programi sertai pembiayaannya” 

Hali inii mengindikasikani bahwai pelaksanaani programi pemanfaatani ruangi merupakani 

aktifitasi pembangunan,i baiki yangi dilaksanakani olehi pemerintahi maupuni masyarakati 

untuki mewujudkani rencanai tatai ruangi yangi dilakukani secarai bertahapi sesuaii dengani 

jangkai waktui yangi ditetapkani dalami rencanai tatai ruang. 

d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Pengendaliani pemanfaatani ruangi sebagaimanai diaturi dalami Pasali 1i angkai 15i Undang-

Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi disebutkani bahwa:i  

“Pengendaliani pemanfaatani ruangi adalahi upayai untuki mewujudkani tertibi tatai ruang” 

Upayai mewujudkani tertibi tatai ruangi yaitui dengani melakukani penetapani zonasii 

(peraturani zonasii merupakani ketentuani yangi mengaturi pemanfaatani ruangi dani unsur-

unsuri pengendaliani yangi disusuni untuki setiapi zonai peruntukani sesuaii dengani rencanai 

rincii tatai ruang),i perizinan,i pemberiani insentifi dani disinsentif,i sertai pengenaani sanksi.i 

Pengendaliani pemanfaatani ruangi dilakukani sesuaii dengani rencanai tatai ruangi untuki 

meminimalisiri adanyai ketidaksesuaiani pemanfaatani ruangi sehinggai terjagai kesesuaiani 

pemanfaatani ruangi dengani fungsii ruangi yangi telahi ditetapkani dii rencanai tatai ruang. 

e. Penegakan Hukum Tata Ruang 

Penegakani hukumi menuruti bahasai inggrisi dii sebuti Lawi Enforcementi sedangkani 

menuruti bahasai Belandai yaitui Rechtshandhaving.i Penegakani hukumi merupakani suatui 

hali yangi bersifati esensiali dani substansiali padai negarai hukum,i penegakani hukumi adalahi 

prosesi dilakukannyai upayai agari tegaknyai ataui berfungsinyai normai hukumi dengani nyatai 

sebagaii pedomani perilakui dalami lalui lintasi ataui hubungani hukumi yangi berhubungani 

dengani masyarakati sertai negara. 

f. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan 

Kawasani perkotaani dalami konsepi penataani ruangi adalahi kawasani yangi memilikii 

kegiatani utamai bukani pertaniani dengani susunani fungsii kawasani sebagaii tempati 

permukiman,i pemusatani dani distribusii pelayanani jasa,i pemerintahan,i pelayanani sosiali 

dani kegiatani ekonomi8. Kawasani dani wilayah,i keduanyai adalahi bagiani darii bentangani 

alam,i yangi merupakani suatui wadahi ataui tempati manusiai dani makhluki laini melakukani 

kegiatani sertai memeliharai kelangsungani hidupnya,i yangi dicerminkani olehi terjadinyai  

                                                            
7 Ernadyi Syaodih,i ‘Manajemeni Pembangunani Kabupateni Dani Kota’,i Refikai Aditama,i Bandung,i 2015,i 

hlm.85. 
8 Juniarsoi Ridwani dani Achmadi Sodik,i opi cit,i hlm.i 27. 
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interaksii antarai sumberi dayai -sumberi dayai lainnyai yaitui meliputii sumberi dayai alam,i 

sumberi dayai modal,i sumberi dayai teknologi,i sumberi dayai kelembagaan,i dani sumberi 

dayai pembangunani lainnya.i 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Ruang Terbuka Hijau 

a. Ruang Terbuka Hijau 

Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i menuruti Ernawii dani Imam.S.,i yaitui bisai berbentuki jaluri 

(path),i sepertii jaluri hijaui jalan,i tepiani airi waduki ataui danaui dani bantarani sungai,i 

bantarani reli keretai api,i saluran/jejaringi listriki tegangani tinggi,i dani simpuli kotai (nodes),i 

berupai ruangi tamani rumah,i tamani lingkungan,i tamani kota,i tamani pemakaman,i tamani 

pertaniani kotai dani seterusnya.i Sedangkani pengertiani mengenaii ruangi terbukai hijaui 

menuruti Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi adalahi areai 

memanjang/jaluri dani ataui mengelompok,i yangi penggunaannyai lebihi bersifati terbuka,i 

tempati tumbuhi tanaman,i baiki yangi tumbuhi tanamani secarai alamiahi maupuni yangi 

sengajai ditanam.9 

Peraturani Menterii Dalami Negerii Nomori 1i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi 

Terbukai Hijaui Kawasani Perkotaan,i dijelaskani bahwai ruangi terbukai hijaui kawasani 

perkotaani adalahi bagiani darii ruangi terbukai suatui kawasani perkotaani yangi diisii olehi 

tumbuhani dani tanamani gunai mendukungi manfaati ekologi,i sosial,i budaya,i ekonomi,i dani 

estetika.i Disebutkani pulai bahwai dalami ruangi terbukai hijaui pemanfaatannyai lebihi 

bersifati pengisiani tanamani hijaui ataui tumbuhani hijaui secarai alamiahi ataupuni budidayai 

berbagaii macami tanaman. 

Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i Kotai adalahi bagiani darii ruangi –i ruangi terbukai (openi 

spaces)i i suatui wilayahi perkotaaniyangi diisii olehi tumbuhan,i tanaman,i dani vegetasii 

(endemik,i introduksi)i gunai mendukungi manfaati langsungi dan/ataui tidaki langsungi yangi 

dihasilkani olehi Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i dalami kotai tersebuti yaitui keamanan,i 

kenyamanan,i kesejahteraan,i dani keindahani wilayahi kotai tersebut.10 

b. Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau 

Tujuani penataani Ruangi Terbukai Hijaui Kawasani Perkotaani berdasarkani Peraturani 

Menterii Pekerjaani Umumi nomori 05/PRT/M/2008i tentangi Pedomani Penyediaani dani 

Pemanfaatani Ruangi Terbukai Hijaui Kawasani Perkotaani adalah: 

a) Menjagai keserasiani sertai keseimbangani ekosistemi dii lingkungani perkotaan; 

b) Mewujudkani keseimbangani antarai lingkungani alami dani jugai lingkungani buatani 

yangi adai dii perkotaan;i dan 

c) Meningkatkani kualitasi lingkungani perkotaani yangi sehat,i indah,i bersih,i dani jugai 

nyamani yangi sangati bergunai bagii kehidupani masyarakati perkotaan. 

Fungsii Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i Kawasani Perkotaani berdasarkani Peraturani 

Menterii Pekerjaani Umumi Nomori 05/PRT/M/2008i tentangi Pedomani Penyediaani dani 

Pemanfaatani Ruangi Terbukai Hijaui dii Kawasani Perkotaani yaitui sebagaii berikut: 

 

                                                            
9 Chintyai Di Putri,i Lelyi Indahi Mindarti,i Faridai Nurani,i ‘Perani Pemerintahi Daerahi Dalami Mengelolai Ruangi 

Terbukai Hijaui Dengani Perspektifi Environmentali Governance’,i (2016),i Vol.1i No.3,i Jurnali Administrasii 
Publik,i hlm.43. 

10  Dhinii Dewiyanti,i ‘Ruangi Terbukai Hijaui Kotai Bandungi Suatui Tinjauani Awali Tamani Kotai Terhadapi 
Konsepi Kotai Layaki Anak’,i (Vol.7,i No.1),i Majalahi Ilmiahi Unikom,i hlm.15. 
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a) Pengamanani keberadaani kawasani lindungi perkotaan; 

b) Pengendalii pencemarani dani kerusakani tanah,i air,i dani jugai udara; 

c) Tempati perlindungani plasmai nuftahi sertai keanekaragamani hayati; 

d) Pengendalii tatai air;i dani Saranai estetikai kota 

c. Manfaat Ruang Terbuka Hijau 

Manfaati Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i sebagiani besari dihasilkani dengani adanyai fungsii 

ekologis.i Berlangsungnyai fungsii ekologisi alamii padai lingkungani perkotaani secarai 

seimbangi dani lestarii akani membentuki kotai menjadii sehati dani jugai manusiawii untuki 

bertempati tinggal,i adapuni manfaati Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i tersebuti yaitui sebagaii 

berikut: 

1) Manfaati Estetisi yaitui penataani ruangi terbukai hijaui bisai memberikani keindahani 

darii segii arsitekturali maupuni keberagamani tumbuhan. 

2) Manfaati Orologisi yaitui vegetasii yangi adai dii ruangi terbukai hijaui bisai mengurangii 

terjadinyai erosi/pengikisani mukai tanahi (runi off)i dani kerusakani tanahi sertai 

menjagai kestabilani tanah.i Ruangi terbukai hijaui jugai berfungsii menjagai 

keberlangsungani persediaani airi tanahi sehinggai akari padai tanamani dapati 

menghisap,i menyerap,i dani jugai mempertahankani airi tanahi disekitarnya. 

3) Manfaati Klimatologii yaitui keberadaani ruangi terbukai hijaui dapati mengendalikani 

iklimi ataui cuacai (climatei control)i daerahi setempati dengani carai menunjangi 

berbagaii faktor-faktori yangi mempengaruhii suhui sertai iklimi yaitui sepertii 

kelembapan,i curahi hujan,i ketinggiani tempati dani jugai sinari matahari.i Selaini itui 

fungsinyai sebagaii paru-parui kotai ruangi terbukai hijaui dapati membentuki udarai 

yangi sejuki dani nyaman. 

4) Manfaati Ekologis,i yaitui manfaati yangi bukani hanyai bagii satwa,i tanamani dani jugai 

manusiai akani tetapii sebagaii saranai untuki berinteraksii dani bersimbiosis. 

5) Manfaati protektif,i yaitui bermanfaati sebagaii pelindungi darii sinari matahari,i dani 

terpaani angini kencangi sertai bisai meredami kebisingan. 

6) Manfaati edukatif,i yaitui ruangi terbukai hijaui dapati dijadikani laboratoriumi alami 

untuki mengenalii berbagaii macami florai dani faunai yangi menghuninya. 

Adapuni manfaati Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i menuruti Pemendagrii Nomor.i 1i Tahuni 

2007i yaitui sebagaii berikut: 

a) Sebagaii saranai untuki mencerminkani identitasi darii suatui daerah; 

b) Sebagaii saranai penelitian,i pendidikani sertai penyuluhan; 

c) Sebagaii saranai interaksii aktifi dani pasifi sertai interaksii sosial; 

d) Meningkatkani nilaii ekonomii dii perkotaan; 

e) Menumbuhkani rasai banggai dani meningkatkani prestisei darii daerahi tersebut. 

f) Menjadii saranai aktivitasi sosiali untuki anak-anak,i remaja,i dewasai dani jugai manula; 

g) Saranai ruangi evakuasii untuki keadaani darurat; 

h) Memperbaikii iklimi mikro; 

i) Meningkatkani cadangani oksigeni dii daerahi perkotaan 

d. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau 

Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i mempunyaii beragami jenisi sebagaimanai yangi disebutkani 

dalami Permendagrii Nomor.i 1i Tahuni 2007i yaitui sebagaii berikut: 
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1) Tamani Kotai  

Tamani Kotai merupakani ruangi yangi adai dii dalami kotai yangi dii tatai untuki 

menciptakani sebuahi keindahan,i kenyamanan,i keamanan,i dani kesehatani bagii parai 

penggunanyai yaitui masyarakat.i selaini itui tamani kotai difungsikani sebagaii paru-

parui kota,i pengendalii iklim,i konservasii tanahi dani airi sertai menjadii habitati 

berbagaii macami florai dani fauna,i selaini itui apabilai terjadii suatui bencanai makai 

tamani kotai bisai dijadikani sebagaii tempati evakuasi. 

2) Tamani Wisatai Alam 

Kawasani tamani wisatai alami adalahi kawasani pelestariani yangi mempunyaii tujuani 

untuki dimanfaatkani bagii kepentingani dii sektori pariwisatai dani jugai sebagaii 

tempati rekreasii alam.i Kawasani inii tentunyai dikelolai olehi pemerintahi daerahi 

setempati selaini dijadikani sebagaii tempati wisatai alami kawasani inii jugai menjadii 

tempati pengawetani keanekaragamani jenisi tumbuhani dani satwai besertai 

ekosistemnya. 

3) Tamani Rekreasi 

Tamani rekreasii merupakani tempati rekreasii yangi beradai dii alami terbukai tanpai 

dibatasii olehi suatui bangunan,i ataui tempati rekreasii yangi berhubungani dengani 

lingkungani dani berorientasii padai penggunaani terutamai sumberdayai alami yaitui 

air,i hujan,i pemandangani alamnya,i ataui kehidupani dii alami bebas. 

4) Tamani Lingkungani Perumahani dani Permukiman 

Tamani lingkungani perumahani dani permukimani merupakani tamani dengani 

klasifikasii yangi lebihi kecili dani diperuntukani untuki berbagaii kebutuhani rekreasii 

terbatasi yangi meliputii populasii terbatasi dalami masyarakati sekitar.i Tamani inii 

mempunyaii fungsii sebagaii paru-parui perkotaan,i menambahi keindahani suatui 

kawasani perumahani ataui permukiman,i areai interaksi,i rekreasi,i tempati bermaini 

dani jugai menciptakani kenyamanani lingkungan. 

5) Tamani Lingkungani Perkantorani dani Gedungi Komersial 

Tamani lingkungani perkantorani dani gedungi komersiali merupakani tamani dengani 

klasifikasii yangi lebihi kecili dani diperuntukkani untuki kebutuhani terbatasi yangi 

meliputii populasii terbatas/pengunjung.i Tamani inii terletaki dikawasani institusii 

pendidikani dani jugai perkantoran,i institusii tersebuti membutuhkani ruangi terbukai 

hijaui pekarangani untuki tempati upacara,i olahraga,i areai parkir,i sertai menciptakani 

keindahani dani kenyamanani padai saati waktui istirahat. 

6) Tamani Hutani Raya 

Kawasani Tamani Hutani Rayai adalahi kawasani pelestariani alami untuki tujuani 

koleksii tumbuhani danai taui satwai yangi alamii ataui bukani alami,i jenisi aslii dani ataui 

bukani asli,i yangi dimanfaatkani bagii kepentingani penelitiani ilmui pengetahuan,i 

pendidikan,i menunjangi keberlangsungani budidaya,i budaya,i pariwisata,i dani tempati 

rekreasi.i Kawasani tamani hutani rayai dikelolai olehi pemerintahi daerahi dani 

dijadikani sebagaii tempati pengawetani keanekaragamani jenisi tumbuhani dani satwai 

sertai ekosistemnya. 

7) Hutani Kota 

Dalami membanguni sebuahi hutani kotai terdapati duai pendekatani yangi dapati 

dipakai.i Pendekatani pertama,i hutani kotai dibanguni padai lokasi-lokasii tertentui saja.i  
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Padai bagiani inii hutani kotai merupakani bagiani darii suatui kota.i Penentuani luasnyai 

puni dapati berdasarkan:i  

a) Prosentase,i yaitui luasani hutani kotai ditentukani dengani menghitungnyai darii 

luasani kota. 

b) Perhitungani peri kapita,i yaitui luasani hutani ditentukani berdasarkani jumlahi 

penduduknya 

c) Berdasarkani isui utamai yangi muncul,i misalnyai untuki menghitungi luasani hutani 

kotai padai suatui kotai dapati dihitungi berdasarkani tujuani pemenuhani kebutuhani 

akani oksigen,i airi dani kebutuhani lainnya. 

Pendekatani kedua,i semuai areali yangi adai disuatui kotai padai dasarnyai adalahi areali 

untuki hutani kota.i Padai pendekatani inii komponeni yangi adai dikotai sepertii 

pemukiman,i perkantoran,i industrii dipandangi sebagaii suatui enclavei (bagian)i yangi 

adai dii dalami suatui hutani kota. 

8) Hutani Lindungi  

Hutani lindungi merupakani kawasani hutani yangi mempunyaii fungsii sebagaii 

perlindungani sistemi penyanggai kehidupani untuki mengaturi tatai air,i mencegahi 

banjir,i mengendalikani erosi,i mencegahi instruksii airi auti dani memiliharai kesuburani 

tanah. 

9) Bentangi alami sepertii gunung,i bukit,i lereng,i dani lembah 

Ruangi Terbukai Hijaui bentangi alami adalahi ruangi terbukai yangi tidaki dibatasii olehi 

suatui bangunani dani berfungsii sebagaii pengamanani keberadaani kawasani lindungi 

perkotaan,i pengendalii pencemarani dani kerusakani tanah,i air,i dani udarai sertai 

tempati perlindungani keanekaragamani hayat 

10) Cagari alami  

Kawasani cagari alami adalahi kawasani suakai alami yangi karenai keadaani alamnyai 

mempunyaii kekhasani tumbuhan,i satwa,i dani ekosistemnyai ataui ekosistemi tertentui 

yangi perlui dilindungii dani perkembangannyai berlangsungi secarai alami.i Sesuaii 

fungsinyai kawasani cagari alai minii dapati dimanfaatkani untuki penelitiani dani 

pengembangani ilmui pengetahuan,i dani pendidikani sertai kegiatani yangi menunjangi 

budidaya. 

11) Pemakamani Umumi  

Pemakamani umumi merupakani salahi satui fasilitasi sosiali yangi berfungsii sebagaii 

tempati pemakamani bagii masyarakati yangi meninggali dunia,i dani memilikii fungsii 

lainnyai sepertii cadangani Ruangi Terbukai Hijau,i daerahi resapani air,i dani bisai 

menjadii paru-parui kota. 

12) Jaluri dibawahi tegangani tinggii (SUTTi dani SUTET) 

SUTTi (Salurani Udarai Tegangani Tinggi)i dani SUTETi (Salurani Udarai Tegangani 

Ekstrai Tinggi)i adalahi sistemi penyalurani listriki yangi ditujukani untuki menyalurkani 

energyi listriki darii pusat-pusati pembangkiti yangi jaraknyai jauhi menujui pusat-pusati 

bebani sehinggai energyi listriki bisai disalurkani dengani efisien.i Daerahi sekitarnyai 

hendaklahi tidaki dijadikani daerahi terbangun,i tapii dijadikani Ruangi Terbukai Hijaui 

jaluri hijau.i Ruangi Terbukai Hijaui inii berfungsii sebagaii pengamanan,i pengendaliani 

jaringani listriki tegangani tinggii dani mempermudahi dalami melakukani perawatani 

instalasi. 
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13) Sempadani sungai,i pantai,i bangunan,i situi dani rawa. 

Sempadani adalahi ruangi terbukai hijaui yangi berfungsii sebagaii batasi darii sungai,i 

danau,i waduk,i situ,i pantaii dani matai airi ataui bahkani kawasani limitasii terhadapi 

penggunaani lahani sekitarnya.i Fungsii laini darii sempadani adalahi untuki menyerapi 

air,i perlindungani darii bencanai alam.i Sempadani sungaii adalahi kawasani sepanjangi 

kirii kanani sungaii termasuki sungaii buatan/kanal/salurani irigasii primeri yangi 

mempunyaii manfaati pentingi untuki mempertahankani kelestariani fungsii sungai,i 

mengamankani alirani sungai,i dani dikembangkani sebagaii areai penghijauan. 

14) Jaluri pengamani jalan,i mediai jalan,i reli keretai api,i pipai gasi dani pedestrian 

Jaluri hijaui jalani adalahi pepohonan,i rerumputan,i dani tanaman,i yangi ditanami padai 

pinggirani jaluri pergerakani dii sampingi kiri-kanani jalani dani mediai jalani dani 

mediani jalan,i ruangi terbukai hijaui jaluri pengamani jalani terdirii darii ruangi terbukai 

hijaui jaluri pejalani kaki,i tamani yangi terletaki dii tengahi persimpangani jalan,i dani 

tamani suduti jalani yangi beradai disisii persimpangani jalan.i Mediani jalani adalahi 

ruangi yangi disediakani padai bagiani tengahi darii jalani untuki membagii jalani dalami 

masing-masingi arahi yangi berfungsii mengamankani ruangi bebasi sampingi jaluri lalui 

lintas. 

15) Kawasani dani jaluri hijau 

Kawasani adalahi suatui areai yangi dimanfaatkani untuki kegiatani tertentui dii wilayahi 

perkotaani dani memilikii fungsii utamai lindungi ataui budidaya.i Ruangi Terbukai Hijaui 

kawasani berbentuki suatui areali dani non-lineari dani Ruangi Terbukai Hijaui jaluri 

memilikii bentuki koridori dani linear 

 

D. Pembahasan 

1. Implementasii Pasali 29i Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i Tentangi Penataani 

Ruangi Junctoi Peraturani Daerahi Kotai Bandungi Nomori 7i Tahuni 2011i Tentangi 

Pengelolaani Ruangi Terbukai Hijaui Terkaiti dengani Kewajibani Pemerintahi Kotai 

Bandungi Dalami Menyediakani Ruangi Terbukai Hijau 

Menuruti Karmonoi Mangunsukarjoi (1990)i dalami Yunusi Wahidi (1992)i ruangi adalahi 

wadahi kehidupani manusiai besertai sumber-sumberi dayai alami yangi terkandungi dii 

dalamnya,i meliputii bumi,i air,i dani udarai sebagaii satui kesatuan.i Selanjutnyai menuruti 

Sugandhyi dalami Yunusi Wahidi sebagaii sumberi dayai alam,i ruangi adalahi wujudi fisiki 

lingkungani dii sekitari kitai dalami dimensii geografisi dani geometrisi baiki horizontali maupuni 

vertikali yangi meliputi:i daratan,i lautan,i dani udarai besertai isinya,i yangi secarai planologisi 

materilnyai berartii tempati pemukimani (habitat).i Sampaii disinii diperolehi petunjuki bahwai 

ruangi itui dapati dilihati darii beberapai aspek,i yaknii wadah,i sumberi dayai alam,i habitat,i dani 

sebagaii bentuki fisiki lingkungan,i yangi selalui mencakupi bumi,i air,i dani udarai sebagaii satui 

kesatuan.11 

Setiapi kegiatani pembangunani akani membutuhkani ruang,i olehi karenai itui penataani 

ruangi sangatlahi perlui dani dii jadikani prioritasi dalami sebuahi pembangunan.i Penataani ruangi 

menyangkuti rencanai strukturi ruangi berikuti pembangunani infrastruktur,i dani polai 

ruang.iRencanai strukturi ruangi berkaitani dengani pusat-pusati pelayanani yangi dii dukungi 

olehi jaringan infrastruktur,i sedangkani polai ruangi menyangkuti alokasii pemanfaatani ruang.i  

                                                            
11 A.Mi Yunusi Wahid,i ‘Pengantari Hukumi Tatai Ruang’i Kencana,i Bandung,i 2014,i hlmi 1-2 
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Pengaturani ruangi tersebuti dilakukani agari adai kejelasani dalami peruntukani dani keserasiani 

pemanfaatani ruang,i dengani terwujudnyai rencanai tatai ruangi makai kabupaten/kotai akani 

menjadii lebihi aman,i nyaman,i hijau,i indah,i dani jugai lestari.12 

Kewajibani Pemerintahi Kotai untuki melakukani penataani ruangi wilayahi khususnyai dalami 

hali penyediaani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH),i dii kawasani perkotaani adalahi amanati Undang-

Undangi nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruang,i sertai Undang-Undangi Nomori 23i 

Tahuni 2014i tentangi Pemerintahani Daerah.i Secarai umum,i kewenangani pemerintahani dapati 

diperolehi melaluii atribusi,i delegasi,i dani mandati sertai tugasi pembantuani (medebewind).i 

Dengani adanyai pembagiani secarai atribusi,i delegasi,i mandat,i dani jugai tugasi pembantuani 

dapati digambarkani bagaimanai berbagaii leveli pemerintahani tersebuti mempunyaii hak,i 

kewajiban,i dani jugai tanggungi jawabi yangi berbedai antarai satui leveli instansii pemerintahani 

dengani leveli instansii pemerintahani lainnya.i Sesuaii dengani amanati Undang-Undangi Nomori 

23i Tahuni 2014i tentangi Pemerintahi Daerah,i pemerintahani daerahi menyelenggarakani 

urusani pemerintahani yangi menjadii kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi 

urusan pemerintah pusat kecualii urusani pemerintahani yangi menjadii urusani pemerintahi 

pusat.13 

Upayai yangi dilakukani olehi pemerintahi daerahi kabuaten/kotai khususnyai Kotai Bandungi 

sendirii gunai untuki mewujudkani tertibi tatai ruangi yaitui dengani melakukani penetapani 

zonasii dengani membuati Peraturani Daerahi Nomori 10i Tahuni 2015i tentangi Rencanai Detaili 

Tatai Ruangi Dani Peraturani Zonasii Kotai Bandungi Tahuni 2013 -2035.i peraturani zonasii 

tersebuti adalahi sebuahi ketentuani yangi mengaturi pemanfaatani ruangi dani unsur-unsuri 

untuki melakukani pengendaliani penataani ruangi padai setiapi zonai peruntukani sesuaii dengani 

rencanai rincii tatai ruang,i perizinan,i pemberiani disinsentifi sertai pemberiani sanksi. 

Berdasarkani datai yangi telahi dii dapatkani darii Dinasi Perumahani dani Kawasani 

Permukimani Pertanahani dani Pertamanani Kotai Bandungi mengenaii sebarani Ruangi Terbukai 

Hijaui (RTH)i dii Kotai Bandungi yangi berupai tamani tematiki sebanyaki 23i (duai puluhi tiga)i 

5i(lima)i diantaranyai yaitui tamani alun-aluni Kotai bandungi dii Kecamatani Regol,i tamani Balaii 

Kotai dii Kecamatani Sumuri Bandung,i tamani gesiti dii Kecamatani Coblong,i tamani alun-aluni 

Ujungi Berungi dii Kecamatani Ujungi Berung,i Peti Parki dii Kecamatani Bandungi Wetan.i 

Selanjutnyai untuki Hutani Kotai yangi beradai dii Kotai Bandungi padai saati inii hanyai adai 3i 

Hutani Kotai yaitu,i Foresti Walki Babakani Siliwangi,i Babakani Siliwangii Cityi Foresti Pathi 

Bandung,i Tamani Hutani Rayai Ir.H.i Djuanda. 

iKotai Bandungi padai saati memilikii sempadani sungaii yangi tersebari dii berbagaii tempati 

yaitui sempadani sungaii cipamokolan,i sempadani sungaii cikapundung,i sempadani sungaii 

cicadas,i sempadani sungaii cidurian,i sempadani sungaii cinambo,i sempadani sungaii ciwastrai 

dani yangi terakhiri sempadani sungaii citepusi sertai anaki sungainya.i Selanjutnyai untuki Jaluri 

Hijaui yangi adai dii Kotai Bandungi adai beberapai wilayahi yangi sedangi dalami pengembangani 

yaitui di tegalega,i gedebage,i karees,i cibeunying,i bojonegara,i arcamanik.i Selanjutnyai Kotai 

Bandungi padai saati inii memilikii tamani pemakamani umumi yangi tersebari dii beberapai 

wilayahi 5i dii antarayai yaitu:i TPUi Cibarunayi dii Kecamatani Sukasari,i TPUi Sirnaragaii 

Kecamatani Cicendo,i TPUi Rancacilii dii Kecamatani Rancasari,i TPUi NagrogiKecamatani Ujungi 

Berungi dani TPUi Cikutrai dii Kecamatani Cibeunyingi Kaler. 

                                                            
 
13 Fatkhuli Muin,i ‘Otonomii Daerahi Dalami Perspektifi Pembagiani Urusani Pemerintah-Pemerintahi Daerahi dani 

Keuangani Daerah’,i (Vol.8i No.1.i 2014),i Jurnali Ilmui Hukum,i Fakultasi Hukumi Universitasi Sultani Agung,i hlm.i 72 
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Berdasarkani datai yangi telahi dii paparkani diatasi prosentasei Ruangi Terbukai Hijaui Kotai 

Bandungi apabilai dilihati darii luasi wilayahi KotaiBandungi yaitui 16,729,65i Hektar,i Ruangi 

Terbukai Hijaui nyai barui berjumlahi 2.041.56i Hektari ataui (12,21i %).i Melihati datai terbarui 

yangi merupakani hasili darii pendataani mengindikasikani belumi tercapainyai jumlahi ideali 

Ruangi Terbukai Hijaui Kawasani Perkotaani (RTHKP)i yaitui sebesari 30i %i dengani Proporsii 20i 

%i Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i Publiki dani 10i %i Ruangi TerbukaiHijaui (RTH)i Privati oleh 

karena itu dapat dikatakani Pemerintahi kotai Bandungi belumi optimali dalami melaksanakani 

apai yangi telahi dii tentukani perundang-undangani terutamai Pasali 29i Undang-Undangi Nomori 

26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi Pasal. 

Masihi sangati minimnyai jumlahi Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i dii Kotai Bandung,i yangi 

membuati belumi tercapainyai amanati Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi 

Penataani Ruang,i olehi karenai Pemerintahi Kotai Bandungi membuati beberapai rencanai untuki 

meningkatkani jumlahi Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i rencanai tersebuti terdirii darii yaitui 

sebagaii berikut:i  

a) Mengembangkani secarai bertahapi beberapai tamani uniti lingkungani dengani luasi totali 

2.717i Hai yangi terdapati dii daerahi PPKi Gedebage,i bekasi TPAi Pasiri Impuni dani bekasi 

TPAi cicabei sertai berbagaii tamani yangi adai dii kelurahani dani kecamatan. 

b) Pengembangani padai areai sepanjangi sempadani jaringani jalani dani sungai,i 

c) pengembangani tersebuti dilakukani secarai bertahapi dengani luasi keseluruhani 392i Ha. 

d) Padai kawasani pemakamani umumi jugai akani dilakukani pengembangani dengani carai 

merevitalisasii tepatnyai beradai dii daerahi nagrog,i ujungi berung,i dani dii daerahi 

rancacilii sertai dii rancasarii dengani luasi keseluruhani yaitui 291i Ha. 

e) Pengembangani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i berupai Hutani Kotai yangi beradai dii 

Babakani siliwangii seluasi 3,1i Ha. 

f) Melakukani penataani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i sertai mempertahankani fungsii Ruangi 

Terbukai Hijaui (RTH)i dii Kotai Bandung. 

g) Mengembalikani fungsii Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i yangi sebelumnyai telahi beralihi 

fungsii dilakukani secarai bertahap. 

Belumi optimalnyai upayai Pemerintahi Kotai Bandungi dalami menyediakani Ruangi Terbukai 

Hijaui (RTH)i agari bisai mencapaii apai yangi telahi diamanatkani olehi Undang-Undangi Nomori 

26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi yaitui sebesari 30i%,I kendala yangi menghambati 

upayai untuki menambahi luasani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i yangi dilakukani olehi Dinasi 

Perumahani dani Kawasani Permukimani Pertanahani dani Pertamanani Kotai Bandungi yaitui 

sebagaii berikut: 

1) Pemeliharaani untuki pemeliharaani masalahi utamanyai yaitui SDMi yangi harusi dilihati 

darii kualitasi dani kuantitasnyai khususnyai petugasi lapangan,i  

2) Terbatasnyai Dana/anggarani untuki penataani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH). 

3) keterbatasani saranai dani prasaranai pemeliharaani yangi adai dii Dinasi 

4) Perumahani dani Kawasani Permukimani Pertanahani dani Pertamanani Kotai Bandung.i  

5) Hambatani yangi tidaki kalahi pentingnyai yaitui kesadarani darii masyarakati terhadapi 

pelestariani lingkungani terutamai Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i yangi adai dii Kotai 

Bandungi masihi sangati kurang. 

6) Pihaki swastai yangi hanyai berorientasii komersili dani hanyai mementingkani keuntungani 

buati dirinyai sendiri. 
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2. Penegakani Hukumi Yangi Dilakukani Olehi Pemerintahi Kotai Bandungi Dalami Rangkai 

Penataani Ruangi Khususnyai Ruangi Terbukai Hijaui Dikaitkani Dengani Undang-

Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i Tentangi Penataani Ruangi Junctoi Peraturani Daerahi 

Kotai Bandungi Nomori 7i Tahuni 2011i Tentangi Pengelolaani Ruangi Terbukai Hijau 

Penegakan hukumi menuruti bahasai inggrisi dii sebuti Lawi Enforcementi sedangkani menuruti 

bahasai Belandai yaitui Rechtshandhaving.i Penegakani hukumi merupakani suatui hali yangi 

bersifati esensiali dani substansiali padai negarai hukum,i penegakani hukumi adalahi prosesi 

dilakukannyai upayai agari tegaknyai ataui berfungsinyai normai hukumi dengani nyatai sebagaii 

pedomani perilakui dalami lalui lintasi ataui hubungani hukumi yangi berhubungani dengani 

masyarakati sertai negara. Apabilai suatui hukumi bisai ditegakani perlui memperhatikani syarati 

tertentui bahwai hukumi itui akani dapati dii tegakan,i dalami penegakani hukumi adai beberapai 

syarati yangi perlui dii perhatikani dani harusi berdasarkani kaidah-kaidahi hukum. 

Pertamai yaitui hukumi dalami hali inii yaitui undang-undangi itui sendirii yangi harusi terlihati 

baiki menuruti hukumi sertai undang-undangi harusi memenuhii berbagaii unsuri yaitui unsuri 

filosofis,i sosiologisi dani jugai yuridis.i keduai yaitui parai aparati penegaki hukumi yangi 

tugasnyai memangi menegakani hukum.i Aparati penegaki hukumitersebuti haruslahi benar-

benari berasali darii instansii terbaiki dalami melakukani penegakani hukumi khususnyai 

mengenaii penataani ruang.i Ketigai yaitui masyarakat,i bagii masyarakati yangi dii tegakani dalami 

hali inii yangi telahi melanggari ketentuani mengenaii penataani ruangi haruslahi bisai menerimai 

dani menataatii segalai peraturani hukumi yangi telahi diaturi olehi pemerintahi baiki pusati 

maupuni pemerintahi daerahi provinsi,i kabupaten/kota,i kei empati yaitui saranai dani prasarani 

dalami penegakani itui sendirii yangi harusi lengkapi dani bisai menunjangi kegiatani instansii 

dalami menegakani aturani mengenaii penataani ruang.14 

Pemerintahi Kotai Bandungi dengani segalai pertimbangani terhadapi pertumbuhani dani 

perkembangani yangi terjadii dii berbagaii sektori disertaii dengani meningkatnyai pertambahani 

penduduki telahi menimbulkani dampaki terhadapi strukturi ruangi wilayahi kotai dani 

penurunani kualitasi lingkungan.i Sehinggai diperlukani sebuahi upayai yangi harusi dilakukani 

untuki meningkatkani kualitasi sertai menjagaii Ruangi Terbukai Hijaui (RTH).i Upayai tersebuti 

yaitui dibentuknyai Peraturani DaerahiKotai Bandungi Nomori 7i Tahuni 2011i tentangi 

Pengelolaani Ruangi Terbukai Hijau.i  

Pengelolaani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i dalami hali inii pengendaliani tersirati dalami Pasali 

31i ayati (3)i Peraturani Daerahi Kotai Bandungi Nomori 7i Tahuni 2011i tentangi Pengelolaani 

Ruangi Terbukai Hijaui yangi menyebutkani bahwai pengendaliani tersebuti terdirii darii 

perizinan,i penertiban,i dani penegakani hukum.i Penegakani hukumi demiimenjagai kelestariani 

dani ketersediaani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i makai perlui dilaksanakani sebuahi penerapani 

sanksii terhadapi parai pelakui pelanggarani penataani ruangi khususnyai dalami bidangi 

penataani ruang. 

Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi mengaturi mengenaii 

sanksii yangi dapati dii kenakani bagii pelanggari penataani ruangi jumlahi darii sanksii tersebuti 

sebanyaki tigai buahi sanksii yaitui sanksii administrasi,i perdata,i pidana, pemberiani 

ketigaisanksii tersebuti dilakukani secarai berjenjangi mulaii darii sanksii administrasi,i perdatai 

sampaii dengani sanksii terakhiri yaitui sanksii pidana. 

 

                                                            
14 Muhari Junef,i ‘Penegakani Hukumi Dalami Rangkai Penataani Ruangi Gunai Mewujudkani Pembangunani 

Berkelanjutan’,i (2017),i Vol.17.i No.i 4.,i Jurnali Penelitiani Hukumi Dei Jure.i Hlm.i 376-379 
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Pada saati inii berbagaii macami pembangunani perumahani dani caféi salahi satunyai (caféi 

armor)i yangi terletaki dii daerahi Tamani Hutani Rayai Ir.i H.i Djuandai yangi manai kawasani 

tersebuti merupakani kawasani lindung sertai kawasani konservasii dani termasuki dalami 

komponeni Ruangi Terbukai Hijaui yaitui sebagaii hutani kotai seharusnyai kawasani tersebuti 

terbebasi darii berbagaii macami pembangunan,i dikarenakani pembangunani tersebuti akani 

mengancami dani merusaki ekosistemi yangi beradai dalami kawasani lindungi tersebut.. 

Pemerintahi Kotai Bandungi memberikani sanksii administrasii terhadapi pemiliki caféi armori 

tersebut,i sebagaimanai yangi dikatakani salahi satui pegawaii darii Dinasi Perumahani dani 

Kawasani Permukimani Pertanahani dani Pertamanani Kotai Bandungi pemberiani sanksii telahi 

diberikani yaitui sanksii administrasii berupai peringatani tertulis,i namuni sanksii peringatani 

tersebuti tidaki diitanggapii olehi pemiliki caféi dengani alasani merekai tidaki melanggari aturani 

mengenaii penataani ruangi khususnyai Ruangi Terbukai Hijau.i Makai darii itui pemerintahi Kotai 

Bandungi bersikapi tegasi dengani melakukani pembongkarani bangunani yangi dilakukani olehi 

Satuani Polisii Pamongi Prajai dengani istansii yangi terkaiti salahi satunyai Dinasi Perumahani 

dani Kawasani Permukimani Pertanahani dani Pertamanani Kotai Bandungi akani tetapii 

terkendalai berbagaii hal. Penyelesaiani kasusi pelanggarani penataani ruangi diatasi yangi 

dilakukani olehi Pemerintahi Kotai Bandungi dalami hali inii Dinasi Perumahani dani Kawasani 

Permukimani Pertanahani dani Pertamanani hanyai dilakukani dengani carai penyelesaiani secarai 

administratifi tidaki dengani secarai pidana.i Karenai sifatnyai yangi administratifi sehinggai kecili 

kemungkinani menimbulkani efeki jerai bagii parai pelakui pelanggari penataani ruangi tersebut.i 

Hali tersebutlahi yangi menimbulkani kegagalani dalami hali pengendaliani Ruangi Terbukai Hijaui 

(RTH)i tepatnyai padai penegakani hukum.i i Lemahnyai penegakani hukumi tentunyai sangati 

berpengaruhi padai kinerjai dalami melaksanakani penyelenggaraani penataani ruangi khususnyai 

dalami pengelolaani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i sebagaii bentuki kewajibani pemerintahi kotai 

dalami hali inii pemerintahi Kotai Bandungi terkaiti penyediaani Ruangi Terbukai Hijaui (RTH).i 

 

Simpulan  

1. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan 

Pertamanan Kota Bandung pada saat ini jumlah Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota 

Bandung apabila di lihat dari luas wilayah yaitu sekitar 16,729,65 Ha Ruang Terbuka Hijau nya 

baru berjumlah 2,041,56 Ha atau sekitar (12,21 %). kendala utama dalam penyediaan dan 

pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu terbatasnya sarana dan prasarana 

pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbatasnya jumlah SDM khususnya petugas 

lapangan, dan juga keterbatasan anggaran, belum ada sinergitas dari setiap instansi yang terkait 

dengan penataan ruang termasuk Ruang Terbuka Hijau, serta kurang pahamnya masyarakan 

akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau. 

2. Upaya penegakan hukum dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan penataan 

ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), fakta yang terjadi saat ini yaitu pelanggaran 

pemanfaatan ruang di Taman Hutan Raya, Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini DPKP3 hanya 

memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yaitu teguran terhadap 

pelanggaran tersebut tanpa memberikan sanksi pidana. Sanksi yang bersifat administratif 

tersebut sangat kecil kemungkinan akan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku pelanggar 

aturan penataan ruang. Hal Ini lah yang membuat lambatnya penegakan hukum dalam hal 

pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. 
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Saran 

1. Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan anggaran pembangunan dan pemeliharaan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat terhadap pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), Dinas Pertamanan Perlu 

menambah petugas lapangan agar pengawasan serta pemeliharaan dan bekerja sama dengan 

masyarakat dan swasta terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, masyarakat agar lebih bisa 

peduli dengan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah disediakan oleh pemerintah 

dan ikut serta membantu pemerintah dalam hal pembangunan serta pemeliharaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH). 

2. Perlu adanya koordinasi yang lebih kompak antar instansi yang berkaitan dengan pengelolaan 

ruang terbuka Hijau (RTH) dalam hal penegakan hukum, antara lain mengenai penerbitan izin 

pembangunan, dan Pemerintah Kota Bandung harus tegas dalam menjatuhkan sanksi dan harus 

menurut perundang-undangan yang berlaku kepada setiap pelaku pelanggaran penataan ruang 

khususnya mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) bukan hanya sanksi administratif saja 

melainkan sanksi perdata sampai ke sanksi pidana juga agar bisa menimbulkan efek jera kepada 

setiap pelanggar penataan ruang. Serta  untuk masyarakat agar bisa menaati segala peraturan 

mengenai penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau  (RTH). 
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